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KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Semesta Alam Yang Maha Esa, Alhamdullilah
kita semua selalu dalam lindungan dan curahan rahmat karunia-Nya, serta atas ijinNya
Seminar Nasional Konferensi llmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 1 dan Call for Papers
dengan tema “Konstelasi Pemikiran Mahasiswa di Era Milenial” bisa terlaksana dengan
baik.

Pemilihan tema tersebut dipilih karena pada era searang ini kita dihadapkan dengan era
industry 4.0, dimana para milenials dituntut untuk bia bersaing dengan dunia global
untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan dengan dunia modern saat
ini.

Pada seminar ini telah dipresentasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang

diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai universitas yang telah mebahas berbagai
keilmuan Engineering, Hukum, Humaniora, Ekonomi dan Kesehatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Islam Sultan
Agung, co-host, pemakalah, editor dan serta pihak-pihak yang telah membantu
terselenggaranya seminar ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

Wassalamualaikum, Wr,, WB
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Abstrak

Perbedaan nomenklatur penalaran hukum putusan judex facti dan judex jure terjadi dalam
menentukan perbuatan turut serta tindak pidana, disebabkan metoda penalaran yang berbeda.
Pendekatan pertimbangan hukum putusan judex facti dalam memverifikasi fakta
kepadanormadilakukan secara leksikal. Cara bekerjanya logika hakim dengan menggunakan
logika deduktif, memverifikasi fakta perbuatan terdakwa kepada unsur normahanya bersifat
restriktif. Putusan judex jure yang menilai pertimbangan hukum putusan judex facti, memahami
perbuatan turut serta dalam kasus korupsi ini menggunakan metoda penalaran induktif. Putusan
judex jure memeriksapertimbangan hukum judex facti dengan menentukan premis mayor lebih
ekstensif. Hakim mencari asas-asas hukum yang melatarbelakangi norma, untuk memverifikasi
fakta keadaan diri terdakwa. Hasil verifikasi tersebut, konklusi judex jure menyatakan perbuatan
terdakwa terbukti akan tetapi tidak ada kesalahan. Dengan demikian putusan judex facti
dibatalkan dan memutuskan terdak wa dengan putusan lepas dari segala tunntutan hukum.

Kata Kunci: Penalaran hukum, putusan hakim, tindakpidana korupsi.
Abstract

The differences in the nomenclature of the legal reasoning of judex facti and judex jure decisions
occur in determining the act of taking part in a criminal act due to different reasoning methods.
The legal consideration approach of judex facti decision in verifying facts to norms is performed
lexically. The way the judge's logic works by using deductive logic and verifving the facts of the
defendant's actions to norm elements are merely restrictive. Judex jure decision that judges the
Judex facti legal judgment understands the act of participating in corruption case using an
inductive reasoning method. Judex jure decision examines judex facti legal considerations by
determining major premise more extensively. Judges search for the legal principles underlying
norms to verify the facts of defendant's condition. The results of the verification and the
conclusion of judex jure state that the defendant's actions are proven but there are no faults. Thus,
Judex facti decision is canceled and decides that the defendant is free from all legal charges.

Keywords: Legal reasoning, judge decision, corruption crime.
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1. PENDAHULUAN

Langkah-langkah penalaran hakim mengadili tindak pidana korupsi dalamPerkara
Nomor:  67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbor ~ dan  Perkara = Nomor:62/Pid.Sus. TPK/
2016/PN.Pbr, merupakan salah satu yang dapat dijadikan laboratorium pengamat untuk
membaca bagaimana penalaran hakim menetukan nomenklatur perbuatan dan kesalahan
dari turut serta menerima hadiah atau janji dalam tindak pidana korupsi. Dari kedua
nomor perkara tersebut di atas, merupakan kasus tindak pidana menerima hadiah atau
janji yang dilakukan mantan Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014. Hadiah
atau janji tersebut yang @liberikan oleh mantan Gubernur Riau AM, dalam upaya
penyegeraan pengesahaRancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.Dakwaan dalam kedua perkara yang displit, para terdakwa (@idakwa
dengan dakwaanalternatif.dakwaan ke-satu dengan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam dal§vaan ke-dua didakwa dengan ketentuan Pasal 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini menjadi persoalan teoretisketika ditemukanperbedaan mendasar
penalaran (reasoning) hakim menentukan ontologis turut sertasehingga terjadi perbedaan
putusan dalam mempersoalkan substansi, baik tentang masalah perbuatan maupun dalam
hal kesalahan menerima hadiah atau janji. Satu orang berinisial KJ mantan Anggota
DPRD diadili dalam Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr, merupakan penerima
hadiah dan janji serta berperan sebagai pendistribusi hadiah. Inisial JF mantan
KetuaDPRD yang memerintahkan pendistribusian hadiah serta SP mantan Ketua Komisi
A DPRD diadili dalam Perkara Nomor: 62/Pid Sus. TPK/ 2016/PN Pbr.

Dari pemeriksaan fakta pada tahap pembuktian di persidangan, hakimjudex facti
pada Pengadilan Negeri dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru,meyakini perbuatan turut
serta tindak pidana terdakwa KJ telah memenuhi unsur dakwaan ke-satu Penuntut Umum,
dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.Dalam nomor perkara lainnya terdakwa JF
yang memerintahkan KJ mendistribusikan uang hadiah terbukti memenuhi unsur pasal
yang sama, namun SPdiputus bebas oleh majelis hakim Judex Facti. Dari upaya hukum
yang digunakan para pihak hingga ketingkat kasasi, paraterdakwa pada pemeriksaan
peradilan judex jure dinyatakan terbukti menerima hadiah dan janji yang diberikan AM.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait dengan sifat kasus yang diteliti, ada
tiga penulis terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan objek tentang
penyertaan tindak pidana.Pertama, Penelitian Fitriasih terhadap penerapan ajaran
penyertaan dalam peradilan pidana Indonesia (Fitriasih, 2006). Kedua, Penelitian
Shidarta tentang masalah pola penalaran hukum dalam kajian putusan kasus tanah
adat(Shidarta, 2010). Ketiga, Laporan penelitian yang dilakukan Aknes Susanty
Sambuleletentang tanggung jawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana (Susanty,
2013).Ketiga penelitian ini mempunyai sisi perbedaan mendasar dari yang penulis teliti,
focus objek kajian tulisan ini terkait dengan rasio legis dari penalaran hakim dalam
menentukan pertimbangan hukum yang ada pada putusan pengadilan judex facti dan
Jjudex jure.

Perbedaan penentuan hukum terhadap unsur perbuatan dan kesalahan antara hakim
Judex facti dan judex jure pada kasus ini, merupakan suatu gambaran diskrepansi metoda
penalaran hakim terhadap norma dan faktadalam putusan.Prinsip-prinsip perbedaan
putusan hakim terhadap penentuan kesalahan yang bersumber dari penalaran terhadap
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norma dan fakta pada kasus ini, merupakan suatu diskursus yang layak dibentangkan
secara ilmiah terkait dengan perbedaan prinsip penentuanperbuatan dan kesalahan.
Sebagaimana paparan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut,
ada dua persoalan pokok untuk ditarik menjadi rumusan permasalahan yang terkait
dengan penalaran hakim, yaitu: Bagaimanalangkah penalar@ hakim dalam menetukan
nomenklatur perbuatan turut serta menerima hadiah dan janji dalam perkara tindak pidana
korupsi Nomor::67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Perkara Nomor:62/Pid.Sus TPK/
2016/PN.Pbr ? Apa infplikasi penalaran hakim terhadap perbuatan turut serta menerima
hadiah dan janji dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor:67/Pid.Sus-
Tpk/2015/PN.Pbr dan Perkara Nomor:62/Pid.Sus. TPK/ 2016/PN Pbr ?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipaparkan pada tulisan ini tergolong penelitian hukum normatif,
karena fokus kajiannya tentangpenerapan hakim terhadap ketentuan hukum positif dalam
mengadili tindak pidana korupsi. Jenis data yang diteliti berupa data sekunder sebagai
data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tindak pidana
korupsi dan Pasal 55 KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen putusan
pengadilan judex facti dan judex jure, serta tulisan-tulisan pakar hukum yang menulis
tentang penalaran hukum dan argumentasi hukum, jurnal-jurnal hukum cetak
(mainstream) maupun online. Analisis data pada penelitian ini yaitu menganalisis bahan
hukum berupa putusan judex facti dan judek jure dengan teknik analisis dekriptif
kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim, selanjutnya dihubungkan terhadap
ketentuan perundang-undangan dan pendapat ahli untuk dapat ditarik suatu kesimpulan
dari hasil penelitian.

4, HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Langkah penalaran hakim menentukan nomenklatur perbuatan dan kesalahan
turut serta tindak pidana.

Dalam melakukan penalaran hukum pada proses pemeriksaan tindak pidana
dikenal beberapa nomenklatur yang tidak dapat diabaikan. Menurut Shidarta, penalaran
hukum (legal reasoning) direpresentasikan dengan mengikuti rangaian proses berpikir
seorang hakim (judicial reasoning). Dengan demikian, pengertian penalaran hukum telah
dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus
konkret (Shidarta, 2013).Optik penalaran hukum dari telaah putusan hakim judex facti
dan judex jure ini, terkait dengan representasi proses berpikir hakim dalam menetukan
nomenklatur unsur tindak pidana dan kesalahan. Dengan demikian penalaran hukum
terkait dengani proses putusan perkara yang menjadi objek tulisan ini menggunakan
istilah penalaran hakim.Letak penalaran hakim terhadap kasus ada pada tahapan
prosedural proses pemeriksaan di pengadilan yang ditentukan hukum acara pidana,
menjadi sarana untuk mengartikan nomenklatur objek dari langkah-langkah penalaran
hakim.Langkah penalaran yang keliru akan membuat fallacy penalaran dan berujung
kepada suatu konklusi yang keliru pula.

Objek penelitian dari kasus kuropsi menerima hadiah atau janji oleh anggota
DPRD Provinsi Riau Tahun 2009-2014 terhadap hadiah atau janji yang diberikan AM
mantan Gubernur Riau, suatu gambaran penalaran hakim dalam menentukan perbuatan
dan kesalahan pelaku turut serta tindak pidana. Secara sederhana gambaran dari
keterlibatan masing-masing pelaku yang di dakwakan terhadap tindak pidana korupsi ini,
dapat dipetakan sebagaimana tampilan tabel di bawah ini.

1343




Prosiding
SEMINAR NASIONJIL MAHASISWA
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, April 2019

Tabel 1: Konstruksi Perbuatan Para Terdakwa Dalam Dakwaan

Perkara

Konstruksi Perbuatan dan Dakwaan

Pasal Dakwaan

Perkara Nomor:
No:67/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Pb
r

Terdakwa KJ bersama-samaSP dan JF
Ketua DPRD beserta anggoata DPRD
beberapa kali melakuakn pertemuan
denganAM Gubernur Riau beserta Satker,
membicarakan pemberian uang sebesar
Rp.1.200.000.000,- dan pinjam pakai
mobil dinas dari Gubernur kepada anggota
DPRD yang akan purna bakti dengan
maksud agar pengesahan Rancangan
APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD
TA 2015 dapat dilaksanakan secepatnya
sebelum habis masa jabatagn anggota
dewan tahun 2014 KJ bersama JF dan RH
(Justice Collaborator) mengambial bagian
dari uang pemberian AM, dan membuat
daftar nama-nama anggota dewan sebagai
penerima uang yang telah disepakati.

Perkara Nomor:
62/Pid .Sus. TPK/
2016/PN .Pbr

Terdakwa JF menerima vang dari AM
yang telah berada ditangan KIJ, serta
memerintahkan RH membuat daftar nama-
nama anggota dewan sebagai penerima
uang yang telah disepakati.

Perkara Nomor:
62/Pid .Sus. TPK/
2016/PN .Pbr

Terdakwa SPKetua Komisi A DPRD
bersama JFmenerima hadiah dan janji
pinjam pakai kendaraan untuk dimiliki
bagi Anggota DPRD, dengan tujuan untuk
menggerakkan agar melakukan sesuatu
dalam jabatannya.

Ps. 12 huruf a,
Ps. 11 UUTPK
Jo.Ps. 55 ayat (1)
ke-1

Turut serta:
Masing-masing
turut serta mene-
rima sejumlah u-
ang dan janji
pinjam pakai serta
pelelangan mobil
dinas kepada
anggota DPRD
dalam rangka
percepa-tan
pengesahan
APBDP 2015 dan
ABPD 2015.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang didapatkan dalam putusan
Jjudex facti dan judex jure pada tabel materi dakwaan di atas, secara akademis dapat
dipaparkan alur silogisme logika penalaran majelis hakimjudec facti dan judex jure dalam
mengadili tindak pidana korupsi tersebut. Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
dalam tingkat judex facti, Majelis Hakim yang mengadili KJ terdiri dari satu hakim adhoc
dan dua hakim karier menyatakan perbuatan KJ terbukti turut serta bersama JF menerima
hadiah dan janji dari AM. Hadiah tersebut berupa uang tunai Rp.1.200.000.000,- yang
diberikan AM kepada JF melalui KJ yang selanjutnya diperintahkan JF untuk dibagi
kepada anggota DPRD sesuai dengan daftar nama yang telah dibuat KJ dan RH.

KJ sebagai pelaku turut serta yang diadili secara tersendiri dari dua terdakwa
lainnya merupakan tema tersendiri dalam melihat langkah-langkah silogisme penalaran
hakim, untuk mendudukkan terdakwa lainnya pada nomor perkara berikutnya. Silogisme
positif penalaran hakim dalam medudukkan posisi perbuatan turut serta KJ yang terbukti
menerima hadiah dan janji, berimplikasi kepada pembuktian perbuatan kedua terdakwa
lainnya yang diadili dalam nomor perkara yang lain.Langkah-langkah penalaran
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hakimjudex factiyang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangan hukum dan
konklusinya pada Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr, tidak ada putusan
dissenting opinion. Ketiga hakim sepakat dalam putusan menyatakan KJ terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima hadiah dan janjjsecara bersama-
sama dengan JF, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang
Nomor:31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP Silogisme positif dari penalaran hakim dalam nenetukan turut serta KJ dalam
tindak korupsi ini kesimpulan dibuat bertolak dari silogisme berfikir deduksi, dengan
berpangkal kepada norma ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 55 KUHP. Penarikan kesimpulan deduksi biasanya menggunakan pola
berfikir silogismus, yang disusun dari dua buah pernyataan untuk menarik suatu
kesimpulan (Suriasumantri, 2005).

Dalam Perkara Nomor: 62/Pid.Sus. TPK/ 2016/PN.Pbr, terdakwa JF dan SP
didakwa ketentuan yang sama dengan KJ,namun dalam pembuktian ketiga majelis hakim
Jjudex facti berpendapat dan meyakini SP tidak terbukti memenuhi unsur pasal dakwaan.
Silogisme kategoris dan silogisme hipotetik pada penalaran hakim yang memunculkan
perbedaan kesimpulan dalam putusan kedua terdakwa tersebut terlihat pada tahapan
langkah penalaran dalam proses pembuktian. Fakta dari kesimpulan dalam pertimbangan
putusan hakim judex facti tersebut, pada pemeriksaan tingkat kasasi hakim judex jure
dalam memeriksa putusan judex facti telah menetukan untuk mengadili sendiri.
Pertimbangan-pertimbangan nomenklatur unsur tindak pidana dan kesalahan dari putusan
pengadilan judex facti terhadap SP dianulir dalam pertimbangan Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 2233K/PID.SUS/2017. Pertimbangan putusan tersebut baik JF dan SP
dalam jabatannya dinyatakan terbukti bersama-sama menerima hadiah atau janji dari AM
untuk mengerakkan seluruh anggota DPRD menyetujui percepatan pengesahan anggaran
dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Riau tahun 2014.

Secara teoretik dapat dipetakan langkah-langkah penalaran hakim judex facti dan
judex jure dalam memeriksa perkara schingga menimbulkan perbedaan
penalaran Kenneth J. Vandevelde membuat tahapan langkah penalaran hukum:

a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin (identify the applicable
sources of las),

b. Menganalisis sumber hukum (analyze the sources of law);

c. Mensintesiskan sumber hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren
(synthesize the applicable rules of law into a coherent structure);

d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts);

e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta (applay the structure
of rules to the facts) (Shidarta, 2013).

Ada terdapat enam langkah penalaran dari temuan penelitian Shidarta, dan
simplikasi ragaan langkah-langkah penalaran hakim dari hasil penelitian Shidarta peneliti
gunakan untuk penelitian ini sebagai berikut (Shidarta, 2006):

Dari penempatan posisi hakim dalam ragaan ini, dapat dijelaskan bahwa hakim
judex pacti dalam proses pembuktian didasarkan kepada dakwaan yang dibuat penuntut
umum seperti yang dilambangkan huruf (A) di atas. Hakim dalam pembuktian menilai
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seluruh alat bukti yang telah diperiksa, baik yang dihadirkan penuntut umum dan
terdakwa. Pada lambang huruf (B) menunjukkan langkah hakim mengkualifidan
menterjemahkan perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji yangdilakukan ketiga
terdakwa keperistilahan yuridis. Lambang huruf (C) langkah hakim untuk melakukan
seleksi aturan hukum yang relevan dari pasal-pasal dakwaan terhadap fakta untuk
mencari substansi unsur-unsur yang terkandung dari aturan hukum. Pencarian dari kerja
hakim pada langkah ini adalah untuk menentukan struktur hukum yang koheren terhadap
kasus yang didakwakan. Menurut Shidartapada langkah ketiga ini ada tiga tingkatan
aktivitas hakim, yaitu; Menyeleksi sumber hukum terberi (given legal resources),
menyeleksi aturan hukum dalam sumber hukum terberi, dan mencari kebijakan dalam
aturan hukum tersebut. Dari sumber hukum yang sudah diseleksi ditemukan sejumlah
aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka hakim harus melakukan
penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam kontek ini, hakim dapat menggunakan asas-
asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara:
a. Undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari
pemecahannya dengan asas lex specialis derogat lege genarali.

b. Undang-undang lama dan undang-undang baru, dapat dicari pemecahannya
dengan asas lex posteriori derogat lege priori.

c. Undang-undang lebih tinggi dan undang-undang lebih rendah, dapat dicari
pemecahannya dengan asas lex superior derogat lege inferiori.

d. Undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas
res judicate pro veritate habetur (Shidarta, 2013).

Lambang huruf (D) dan (E) sebagai langah ke empat dan kelima pada ragaan di
atas, merupakan langkah berikutnya dari hakim judex pacti (pengadilan tingkat pertama
yang memutus bebas SP, dan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan
pengadilan tingkat pertama untuk terdakwa JF ). Hakim in casu berupaya
menghubungkan dari struktur aturan terhadap struktur kasus penyertaan tindak pidana
korupsi yang diadili. Tahap ini hakim tersebut berupaya menetapkan premis mayor dari
struktur hukum untuk dikaitkan terhadap terdakwa dengan fakta yuridis sebagai premis
minor dalam rangka untuk membuat konklusi keterpenuhan unsur tindak pidana dan
kesalahan terdakwa. Pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan
beberapa pelaku yang nota bene adalah orang yang berpengetahuan, maka tindak pidana
dari kejahatan krah putih ini kompleksitasnya terbilang rumit. Hakim ditunut lebih
seksama dan teliti sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya alternatif (pilihan)
jawaban atas masalah dalam kasus yang diadili.Terkait dengan hal ini Shidarta
berpendangan penalaran hukum (legal reasoning) adalah juga penalaran moral (moral
reasoning), maka dari beberapa alternatif tersebut harus diverifikasi degan argumentasi
yang tepat. Kerjasama antara hakim-hakim yang duduk dalam satu majelis diuji pada
tahap menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus (Shidarta, 2013). Langkah
terakhir dari putusan dari judex facti penulis lambangkan berupa hurf (F), dan dari
pemeriksaan perkara yang di split pada kasus-tindak pidana korupsi menerima hadiah
atau janji ini yang menjatuhkan pidana penjara kepada KJ dan JF serta putusan bebas SP.
Kosekuensi dari bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, alternatif struktur hukum telah
menjadi lebih dari satu pilihan bagi hakim untuk menempatkan struktur kasus dalam
rangka membuat pertimbangan dan putusan. Sebagaimana dikemukakan pada sajian data
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di atas, hasil pertimbangan hukum dari penalaran hakim yang memeriksaan perkara di
tingkat judex facti dan ditingkat judex jure berpotensi menimbulkan putusan yang
kontradiktif.

Pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung yang memutuskan perkara kasasi dari
terdakwa SP dalam Putusan Mahkamah AgungNomor: 2233K/PID.SUS/2017, penulis
refleksikan dalam bentuk aksentuasi lambang hurup, yaitu lambang huruf C*, D, E’, F*,
sebagai wilayah pendulum penalaran hukum untuk memutuskan perkara. Dari ragaan
tersebut di atas, zona bernalar hakim kasasi dibatasi hanya pada langkah-langkah untuk
menentukan nomenklatur tindak pidana dan kesalahan pada tahapan:

a. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian
mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies
underlying those rules), schingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang
koheren;

b. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
c. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;

d. Menerapkan pilihan atas salah satu alternatit untuk kemudian diformulasikan
sebagai putusan akhir.

Dari ke empat indikator ini menunjukan bahwa hakim kasasi bukan melakukan
pemeriksaan fakta yang telah diperiksa di tingkat judex facti , focus ke-empat tahapan ini
merupakan tahapan-tahapan hakim kasasi menyelami dan ekstraksi terhadap perihal
ketepatan maupun kekeliruan isi pertimbangan putusan judex facti dalam rangka
melakukan yang disebut Karl Popper sebagai verifikasi maupun falsifikasi (Popper,
diunduh 2019).
Pemaknaan dari nomenklatur tentang perbuatan dan kesalahan JF dan SP dalam
pertimbangan hukum Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Pbr, di nilai hakim
kasasi sebagai suatu kekelirnan penalaran dari isi ketentuan norma dan asas. Kekeliruan
penalaran tersebut menurut Philipus M.Hajon sebagai kesesatan relevansi materi
penalaran, disebabkan tidak terdapat hubungan logis antara premis dan konklusi(M.Hajon
dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005).Hakim kasasi ketika menilai pertimbangan hukum dari
hakim judex facti dalam kasus SP ternyata tidak terhenti dalam ejaan hukum pada bingkai
norma an sich.Hakim lebih memahami hukum didasarkan pada rasio legis dari asas-asas
yang melandasi norma pasal dakwaan, dan menilai penerapan peraturan hukum dari
Jjudex facti tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan hukum hakim judex jure terhadap
terdakwa SP tersebut pada intinya dapat di kutip dari pertimbangan hukum Putusan
Kasasi Nomor: 2233K/PID. SUS/2017 pada halaman 141 dapat ditarik sebagai berikut:
a. SP sebagai Anggota Banggar dan pada tahun 2014 selaku Ketua DPRD Provinsi Riau
dan pada bulan Mei 2015 mengundurkan diri selaku Ketua DPRD, karena terpilih dan
telah dilantik sebagai Bupati Rokan Hulu, menerima janji berupa pinjam pakai
kendaraan/mobil untuk selanjutnya dimiliki dan janji berupa sejumlah uang dari AM
untuk menggerakkan SP dan JF memproses pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan
RAPBD2015 sebelum digantikan oleh DPRD Provinsi Riau hasil pemilu Legislatif
tahun 2014.

b. SP tanggal 30 Agustus 2014 melaporkan kepada AM melalui telepon bahwa RAPBD
TA 2015 tidak ada masalah padahal koreksi buku APBD Tahun Anggaran 2015 belum
diterima DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan.
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c. SP dan JF menerima janji dari AM berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang artinya
untuk dimiliki bagi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan menerima
janji berupa sejumlah vang.

f. dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan, maka unsur menerima hadiah atau
janji telah terpenuhi.

Pemikiran hakim memahami perbuatan penyertaan (deelneming/participation)
ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketiga pelaku tindak pidana dikategorikan
sebagai turut serta (mede plegen), walaupun secara struktural JF saat itu natabene masih
Ketua DPRD Provinsi Riau, dan SP Ketua Komisis A DPRD yang berbeda dengan KJ
hanya satu diantara anggota DPRD yang menerima hadiah atau janji. Dari putusan
perkara ini ternyata penalaran hakim judex facti dalam pembuktian, mencerminkan
penalaran yang begitu kokoh pada normasecara tekstual dan enggan memberikan konteks
dari nomenklatur unsur pasal dakwaan. Kenyataan sikap tersebut tidaklah heran, karena
rasio hukum yang dibangun bertolak dari prinsip-prinsip positivisme hukum.Penegakan
hukum dengan berpegang kepada positivime hukum ini, hanya mengakui hukum itu
adalah yang telah disepakati secara tertulis sebagai hal yang konstitusional. Hal ini dapat
dibaca apa yang dijelaskan Arthur Dyevre, bahwa “There are many things in a typical
Jjudicial opinion on constitutional matters that legal positivists will regard as non-legal
and thus nonconstitutional, so long as the judicial opinion is compatible with their
positivist credo.” (Dyevre and ,Andras Jakab, 2013).

Pemikiran hakim yang mengartikan penyertaan (participation) seperti ini
merupakan penerapan ajaran penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang, dan
menurut M.Musa pertimbangan hukum terhadap penentuan pelaku dalam delik
penyertaan seperti ini merupakan cerminan pertimbangan yang: The judge who applies
the provisions of the law is a reflection of monistic school, incarrying out the examination
to hold firmly to the principle of strict legality. The principle of legality contains the
elements of scripta, stricta and certa, as the rule that cannot be violated by a judge when
applying the law(M.Musa, 2018).Implementasi ajaran monistis yang menyatukan
perbuatan dan pertanggunjawaban sebagai tindak pidana ini menurut Barda Nawawi
Arief, adalah ajarannya memandang penyertaan merupakan dasar untuk memperluas
dapat dipidananya orang (strafausdehnungsgrund)(Arief, 2012).Muatan pertimbangan
hukum yang hanya semata-mata membaca pengertian tekstual perbuatan turut serta yang
tertulis pada undang-undang, sangat rentan untuk menimbulkan kekeliruan tentang
maksud sebenarnya dari pesan teks undang-undang itu sendiri. Menyelesaikan masalah
hukum secara yuridis dalam inti sesungguhnya menurut Nur Iftitah Isnantiana, berarti
menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah (kasus) tersebut.Menerapkan aturan
hukum positif hanya dapat dilakuhan secara kontekstual, menginterpretasikan aturan
hukum tersebut dengan baik untuk dapat menemukan kaidah hukum yang tercantum di
dalamnya (Isnantiana dan Nur Iftitah, 2017).

Dari penempatan posisi hakim dalam ragaan di atas, hakim tingkat pertama yang
mengadili Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Pbrdalam pembuktian menilai
antara fakta hukum dengan norma hukum secara asumtif, maka menurut Fajar Widodo
apabila alat bukti cukup dan hakim yakin atas kebenaran maka hakim wajib menjatuhkan
pidana (Widodo, 2011). Ajaran penyertaan strafausdehnungsgrund ini sebagai refleksi
dari aliran monistis, ketika Pasal 55 KUHP ditarik ke dalam penegakan undang-
undang tindak pidana korupsi berkemungkinan akan terciptanya korban penegakan
hukum. Model penalaran seperti ini menurut Widodo merupakan penalaran yang terpaku
dengan batas-batas normatif “yang seharusnya (ought)” bukan kepada kenyataan “apa
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adanya (is)”, mencerminkan fanatisme penalaran dengan berpegang kepada aturan hukum
positif yang tidak dapat ditawar (Widodo, 2011). Padahal dalam menentukan langkah-
langkah penalaran, hakim ketika membuat suatu pertimbangan hukum adalah untuk
menentukan relasi fakta terhadap norma sebagai kebenaran ideal aksiomatik (self evident)
(Dimyati, 2014).

Hakim yang menggunakan ajaran penyertaan dengan memahami tindak pidana
sebagai kesatuan dari perbuatan (actus reus) dan kesalahan (mens rea) (Arief, 2012),
yang dalam kasus ini bukan suatu kemapanan sebagaimana dikatakan Widodo yang
dikutip di atas. Nomenklatur tentang perbuatan dan kesalahan yang ditentukan
undang-undang tindak pidana korupsi dan ketentuan turut serta, dinilai hakim judex
jure ada pada sikap tindak dan batin SP sebagai perihal ketercelaan dalam otoritas
kekuasaan sebagai Ketua DPRD terpilih pengganti Ketua DPRD 2009-2014.
Perbuatan korupsi seperti ini didefenisikan Guy Benvenste sebagai discretionary
corruption(Suharyo, 2014). Perwujudan kesepakatan jahat terhadap keuangan negara
dalam tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan timbal balik masing-
masing pihak karena kekuasaan yang ada padanya, merupakan modus kejahat
transactive corruption(Situmorang, 2014). Model modus kejahatan korupsi seperti ini
banyak terjadi, maka pemberantasannya mem membutuhkan politik hukum yang tepat
dengan melakukan sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal (Risnain, 2014).

B. Implikasi penalaran hakim dalam menentukan perbuatan turut serta tindak
pidana korupsi.

Kata implikasi sebagai kata serapan dari implicationdalam bahasa Inggris yang
dapat diterjemahkan padanannya secara alternatif dengan arti maksud, keterlibatan,
siratan, pengartian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari kata implikasi mempunyai
makna: keterlibatan atau keadaan terlibat;sesuatu yg termasuk atau tersimpul, tetapi tidak
dinyatakan; berimplikasi merupakan kata kerja (verh) mempunyai implikasi; mempunyai
hubungan keterlibatan: mengimplikasikan (verb) melibatkan; terimplikasi termasuk atau
tersimpul (Sugono,, 2008) Makna implikasi yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berarti
hubungan keterlibatan atau tersimpul suatu keadaan.

Sebelum memaparkan dari berbagai implikasi penalaran hakim dalam
menentukan perbuatan dan kesalahan turut serta tindak pidana pada kasus yang diadili,
dirasa perlu pula untuk diutarakan beberapa penafsiran atau interprestasi dalam ilmu
hukum. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui cara hakim menentukan
nomenklatur tentang perbuatan dan kesalahan pada pertimbangan hukum putusan, baik
pertimbangan hukum yang ada dalam putusan judex facti dan judex jure ketika memberi
arti dari unsur-unsur pasal dakwaan. Sudikno Mertokusumo membagi penafsiran hukum
ke dalam enam jenis: penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran, penafsiran
sistematis, penafsiran teleologis, penafsiran perbandingan hukum, dan penafsiran
futuristis. (Mertokusumo, 2007).Metoda interprestasi atau penafsiran hukum ini, secara
sadar atau tidak sadar lalu digunakan hakim untuk menentukan penalaran kategori-
kategori nomenklatur tentang unsur perbuatan dan kesalahan dalam tindak pidana.

Gambaran unsur-unsur tindak pidana yang ada pada dakwaan Penuntut Umum
sebagai objek yang memerlukan penafsiran dari penalaran hakim dapat dipetakan sebagai
berikut:

Tabel 2: Unsur Pasal Tindak Pidana Sebagai Objek Penalaran Hakim.
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Terdakwa Unsur Tindak Pidana Pembuktian
Pasal 12 huruf a jo. Pasal 11 UUTPK jo Ps.55 Judex Facti/
KUHP Judex Jure
Penalaran hukum dalam pertimbangan Hakim Dakwaan

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Menerima hadiah atau janji ;

JE 3.Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau J .
. o udex Facti
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan (terbukti)
agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalarr}.Jabatannya, yang bertentangan dengan Judex Jure
kewajibannya. (terbukti)

4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan
atau turut serta melakukan.
1.Pegawai negeri/ penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah atau janji ;
3.Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau ~ Judex Facti
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan (tidak terbukti)
Sp agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan Jude Jure
kewajibannya. (terbukti)

Orang yang melakukan, menyuruh melakukan
atau turut serta melakukan.

Nomenklatur tindak pidana dari dakwaan subsideritas, menurut majelis hakim
judex facti unsur pertama ketentuan pasal dakwaan terhadap perbuatan JF dan SP telah
terpenuhi. Namun demikian, unsur kedua tentang nomenklatur perbuatan “menerima
hadiah atau janji” hakim mendasarkan penilaian perbedaan peran kedua terdakwa yang
mennghasilkan kesimpulan berbeda Hakim menafsirkan ketentuan unsur kedua dari Pasal
12 a dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dikategorikan
memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”” harus ada perbuatan selesai dan sempurna.
Dalam fakta dipersidangan hakim menilai terdakwa SP secara fungsional dalam
kedudukannya dinilai tidak memenuhi syarat dari unsur kedua pasal dakwaan.
Berdasarkan keretangan saksi-saksi dan terdakwa, pada akhir halaman 186-187 putusan
pertimbangan hukum hakim telah membuat kata pengunci untuk menegaskan syarat
ketentuan unsur pasal yang tidak terpenuhi.Arti dari nomenklatur tentang unsur
“menerima hadiah atau janji” majelis hakim membatasi dengan arti perbuatan sebagai
perbuatan selesai.Kata-kata kunci untuk diartikan “‘menerima hadiah atau janji” itu itu
dalam pertimbangan disebutkan secara restriktif, yaitu “Perbuatan menerima sesuatu
berupa benda/hadiah baru dianggap sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji yang
sempurna atau selesai, apabila nyata-nyata benda yang berupa hadiah atau janji tersebut
telah diterima oleh yang menerima.”Implikasi dari kata kunci tersebut, unsur pasal ini
disyaratkan adanya penerimaan hadiah atau janji yang nyata-nyata harus diterima oleh
penerima, maka terhadap unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa SP.

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan berikutnya terkait dengan
terdakwa JF yang masa baktinya sebagai Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Riau telah
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berakhir pada tanggal 6 September 2014, sementara itu tidak ada disposisi persetujuan
Gubernur atas permohonan pinjam pakai mobil dinas diterbitkan hingga berakhirnya
masa bakti JF. Hakim menafsirkan dengan tidak dikembalikannya mobil dinas oleh
seluruh anggota DPRD yang masa baktinya telah berakhir tersebut bukan dipandang
sebagai perbuatan menerima hadiah ataupun janji walaupun terkait dengan pengesahan
APBDP 2014 dan APBD 2015 dilakukan pada tanggal 8 September 2014. Perbuatan
tersebut menurut hakim hanya terkait dengan aspek administrasi dan pembangkangan
terhadap surat Gubernur terdahulu yang berisi permintaan pengembalian mobil dinas ke
pemerintah daerah. Pertimbangan hukum tersebut ditemukan pada halaman 188 putusan,
sebagai pertimbangan akhir dalam menentukan sikap hakim untuk memutus bebas
terdakwa SP. Logika yang dibangun hakim dari runtut pertimbangan hukum, menentukan
sikap untuk memutus bebas terdakwa SP dari perbuatan turut serta menerima hadiah
atau janji dalam tindak pidana korupsi. Hakim mendalilkan perbuatan tidak
mengembalikan mobil dinas tersebut tidak ada terkait dengan pengesahan APBD, dengan
demikian bukan merupakan perbuatan pidanamelainkan terkait dengan pelanggaran
terhadap pengelolaan administrasi. Dari penalaran hukum yang ada pada pertimbangan
tersebut sebagaimana di utarakan atas maka perbautan terdakwa SP dan seluruh anggota
DPRD lainnya dinilai majelis hakim bukan merupakan perbuatan yang tercela dan
melanggar hukum pidana.Sementara itu JF yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur
turut serta melakukan tindak pidana menerima hadiah atau janji, ditarik kepada
pemeriksaan dan putusan atas diri KJ yang terbukti menerima hadiah berupa uang yang
diberikan kepada seluruh anggota DPRD berdasarkan daftar nama-nama yang
direckomendasikan JF.Bangunan premis dari logika putusan hakim judex facti ini dapat
dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3: Silogisme Penalaran Hakim Judex Facti

Premis Mayor  Perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji sebagai tindak
pidana jika menerima hadiah atau janji itu nyata-nyata benda
yang berupa hadiah atau janji tersebut telah diterima oleh yang
menerima.

Premis Minor  SP tidak penerima secara bersama-sama benda berupa hadiah
atau janji secara nyata.

Konklusi Maka SP tidak terbukti turut serta dalam tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Agung dari kedua terdakwa JF dan SP lagika hukum
yang dibangun hakim untuk mengartikan menerima hadiah atau janji dalam nomenklatur
perbuatan pidana, terlihat ada perbedaan yang mendasar ketika menilai fakta hukum dari
pertimbangan hukum putusan judex facti. Perbuatan kedua terdakwa dipandang sama
memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”, dan berkorelasi dengan perbuatan KJ dan
JE. Pertimbangan hukum dari hakim judex jure tersebut terlihat pada halaman 145
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2233K/PID.SUS/2017.Pada pokoknya inti dari
pertimbangan hukum tersebut menemukan fakta mendasar dan menentukan dari sikap
dan perbuatan SP yang tidak dipertimbangkan hakim judex facti, sehinga putusan bebas
tersebut dinyatakan sebagai putusan bebas tidak murni. Pertimbangan hukum hakim
judex jure ini menilai fakta SP selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014
secara aktif terbukti:
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1. Mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD
dengan AM selaku Gubernur Provinsi Riau.

2. Menginformasikan mengenai tawaran dari AM untuk memperoleh pinjaman
kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan
tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau
periode 2009-2014. Hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar.

3. SP juga menyampaikan kepada JF, SP telah bertemu dengan AM dan menawarkan
pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah sampai dengan
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 140 (seratus empat puluh) orang
anggota DPRD. Dengan adanya janji tersebut, DPRD Provinsi Riau memberi
persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014.

4. SP melaporkan kepada AM bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal
saat itu koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima DPRD dan belum
dilakukan pembahasan.

5. Kemudian AM untuk memenuhi janji pemberian uang, memerintahkan stafnya
untuk mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,000 - kepada KI.

Implikasi dari kelima fakta ini yang luput dalam pertimbangan hukum hakim
judex facti, dan sebaliknya dari fakta ini hakim judex jure menilai terbuktinya unsur
“menerima hadiah atau janji”. Ukuran menerima hadiah atau janji, menurut hakim judex
facti tidak diukur dari perbuatan nyata secara fisik telahmenerima hadiah atau janji nyata
sebagai perbuatan selesai.

Premis yang dibangun hakim judex jure untuk menentukan putusan terbuktinya
SP turut serta menerima hadiah atau janji dari tindak pidana korupsi tersebut, dapat
digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4: Silogisme Penalaran Hakim Judex Jure

Premis Mayor Perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji sebagai tindak
pidana jika menerima hadiah secara nyata berupa benda atau
menerima janji yang disepakati sehingga menciptakan kondisi nyata
yang dikehendaki.

Premis Minor SP telah menerima janji dari AM untuk menerima mobil dinas dan
sejumlah uvang bagi seluruh anggota dewan yang menyebabkan
disetujuinya percepatan pengesahan APBD..

Konklusi SP terbukti turut serta menerima janji dari AM.

Sebagaimana telah diutarakan di muka, tindak pidana korupsi merupakan tindak
pidana yang rumit, maka jika melihat pertimbangan hukum putusan judex jure
tersebuttelah memperlihatkan penilaian yang integratif keadaan substansi fakta. Dalam
simpulan dari hasil penelitian Emerson Yuntho dan Illian Detaterdahulu tentang tindak
pidana korupsibahwa perlunya kehati-hatian hakim memutus tindak pidana korupsi
karena tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crimes, pelakunya adalah
kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, sehingga mudah untuk
melakukan segala sesuatu(Yuntho dan Deta, et.all, 2014) Pentingnya penilaian yang
konprehensif dari fakta untuk ditarik kedalam ketentuan norma dalam rangka pemidanaan,
sangat diten tukan dari kedua unsur, perbuatan sebagai elemen luar (actus reus) yang
dirumuskan ketentuan undang-undang dan keadaan batin atau jiwa pelaku (mens rea)
sebagai unsur kesalahan (fault element) (Musa, 2017)
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Putusan dari hakim judex jure ini dapat dipahami sebagai suatu pemikiran
yang menilai penyertaan sebagai perluasan dapat dipidananya perbuatan yang bertolak
dari paham dualisitis.Prinsip teori penyertaan dalam hal menentukan kesalahan dari
perbuatan turut serta, bertolak dari kepatutan dari keadaan-keadaan subjektifitas diri
pelaku. Menurut Hendry Donald Lbn.Toruan, unsur dari kesalahan dalam arti luas
adalah hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya (Toruan,2014).Logika yang
dibangun hakim dalam pertimbangan putusan judex facti dan judex jure, dapat diragakan
pada penentuan premis dan konklusi putusan yang bersumber bangunan logika yang
berbeda.

Tabel 5: Sumber Logika dalam Pertimbangan Putusan Terdaka SP

Judex Facti Judex Jure
Premis Sumber Logika Sumber Logika Premis
Premis Mayor: Premis Mayor:
Pasal Norma Bersumber dari Bersumber dari P.asal .Nor.ma ™
Premis Minor: Fakta Unsur Norma Asas Norma Premis Minor: Fakta
KonklusiPutusan: Konklusi Putusan:
Putusan Bebas Pemidanaan

Logika hukum vyang dibangun dari putusan judex jure ketika
menerapkannormaundang-undang pada perbuatan turut serta SP, terlihat bertolak pada
tiga hal secara merdeka, yaitu menegakan hukum dalam ketentuan undang-undang
dengan berpatok kepada asas-asasnya, menegakan hukum yang berkeadilan serta beradab.
Fakta tindak pidana dari pertimbangan putusan judex facti terhadap nomenklatur
perbuatan dan kesalahan, difahami secara integral dari rangkaian kausalitas peristiwa dan
suasan hingga terjadinya tindak pidana secara runtut.Pertimbangan seperti ini dalam
istilah Fitzgerald disebut interpretasi fungsional, karena hakim tidak mengikatkan diri
sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). Penalaran yang
mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan
menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih
memuaskan(Weruin, 2017).. Dengan demikian keriteria perbuatan turut serta melakukan
tindak pidana yang mencakup adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama-
sama (Farid, Andi Hamzah, 2002), sebagai kunci keriteria turut sera yang menurut
Roeslan Saleh adalah sebagai kesimpulan terhadap perbuatan itu tidak dilakukan
sendirian (Saleh, 1997).

Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan hukum (decision-making) bukan
sekedar persoalan penalaran semata karena pada akhirnya akan melakukan penafsiran,
apakah menggunakan metoda penalaran induksi, deduksi, atau analogi. Setiap putusan
dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tak
dapat ditawar (Weruin, 2017). Untuk menafsirkan norma yang benar menurut Burght
dan Winkelman, syarat pertama mengenali isi suatu aturan hukum adalah pembacaan teks
dengan baik, karena tidak semua aturan hukum dirumuskan secara jelas sehingga upaya
pemahaman sangat perlu untuk menganalisis dan mengikhtisarkan teks seara gramatikal.
Syarat kedua adalah pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam
aturan hukum itu (Shidarta, 2016).Penalaran dapat menjadi sesat karena bentuknya tidak
sahih (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika
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(M.Hajon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005) Kekeliruan pertimbangan hukum karena hanya
terfokus terhadap konteks yang teknis prosedural, mengakibatkan putusan menjadi biyas.
Menurut Shidarta kesesatan penalaran yang terjadi dalam konteks ini disebut converce
accident, yakni pembenaran argumen karena hanya terfokus pada sifat/karakter tertentu
saja yang dianggap melekat (Shidarta, 2011).

Dari dua kutub cara berpikir hakim dalam menginterprestasikan perbuatan ke
dalam norma dengan bermacam metoda penalaran yang dilakukan, dapat dilakukan
pemilahan cara pandang dan aliran pemikiran hakim dalam mengadili tindak pidana
tersebut. Tabel di bawah ini penulis berupaya memetakan pandangan tersebut sebagai
berikut.

Tabel: Patokan berpikir hakim dalam melakukan penalaran hukum.

Perkara Hakim Interprestasi dalam Ajaran Aliran hukum
Penalaran Penyertaan Pidana
Nomor: Menafsirkan:Meneri Menerankan:
62/Pid.Su ma hadiah atau janji pran: Bertolakdaripaha
Judex Strafaufdeh- o

s.TPK/ Facti menggu-nakan nungsgrund m monistis.
2016/ interpretasi restriktif > ’
PN.Pbr dan gra-matikal.
Nomor:22 Menerapkan:
33 . . Tatbestandaus  Bertolak dari
K/PID.SU Judex Jure Penafsiran extensif dehnungs- paham dualistis.
S/2017 grund.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Langkah penalaran hakim dalam menetukan nomenklatur perbuatan turut serta,
hakim judex facti dan judex jure tetap menggunakan metoda penalaran hukum deduktif,
dalam membuat pertimbangan hukum terhadap perbuatan turut serta tindak pidana.
Konklusi dari relasi normaterhadap fakta masih terbatasi oleh peristilahan tekstual unsur-
unsur pasal undang-undang. Restriksi nomenklatur peristilahan yuridis tersebut,
menjadikan konklusi putusan hanya mencari persesuaian fakta perbuatan kepada
ketentuan unsur normayang umum untuk menentukan putusan pemidanaan. Implikasi
penalaran hakim dalam menentukan perbuatan turut serta yang terkait dengan penafsiran
hukum yang dilakukan hakim judex facti, didasarkan kepada ajaran penyertaan yang
memperluas dapat dipidananya perbuatan dengan bertolak dari aliran hukum pidana
monistis. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat hakim judex jure dalam
menentukan perbuatan dan kesalahan merupakan implikasi dari penerapan ajaran
penyertaan sebagai perluasan dapat dipidananya perbuatan, merupakan refleksi dari aliran
hukum pidana dualistis.Dalam menentukan hukum dari faktajudex jure menempatkan
ketentuan asas hukum sebagai yang melatar belakangi kandungan unsur norma, dalam
rangka menentukan pertimbangan hukum untuk menyimpulkan keputusan.

Karena tujuan hukum pidana secara umum untuk mencari kebenaran substantif
dan keadilan, maka dalam menentukan inti perbuatan dan kesalahan hakim tidak hanya
terpaku dengan pandangan atau aliran hukum pidana monistis, karena paham atau aliran
yang dianut KUHP yang bersumber dari WvS telah ditinggalkan negara-negara modern
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dan tidak relevan untuk model hukum Indonesia yang berbasis semangat nilai-nilai
Pancasila. Interprestasi hukum dalam menterjemahkan asas legalitas yang terkandung
dalam ketentuan KUHP saat ini sudah menjadi kewajiban hakim sebagaimana diberikan
ruang oleh ketentuan Undang-Undang Kehakiman, dalam rangka untuk menjembatani
nilai-nilai hukum yang hidup dan berkeadilan. Dengan demikian ketentuan penyertaan
pada tindak pidana khusus tidak lagi berpegang secara ketat dengan aspek pembuktian
perbuatan tetapi lebih melihat dari aspek kesalahan yang layak untuk dapat
dipertanggungjawabkan,
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